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Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai upaya kantor urusan 

agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan wali adhal. 

Penulis menemukan kasus wali adhal yang mnghambat proses pernikahan, dengan 

alasan wali adhal yaitu karena perbedaan status sosial dan ekonomi, hal tersebut 

yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang wali adhal. 

Seperti apa gambaran kasus wali adhal yang terjadi dan bagaimana upaya KUA 

dalam penyelesaian wali adhal. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa metode penelitian 

lapangan (field research) bersifat penelitian kualitatif berlokasi di Kota 

Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan 

Banjarmasin Tengah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah gambaran 

kasus wali adhal dan upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal. Informannya 

adalah 2 orang Kepala KUA dan 1 orang PPN. Data tersebut didapat melalui 

wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah melalui proses editing 

dan deskripsi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif menurut hukum 

islam. 

Hasil penelitian ini ada 4 kasus wali adlal. tiga kasus dapat diselesaikan 

dengan jalan mediasi (kasus 2, 3 dan 4), dan satu kasus diselesaikan melalui 

Pengadilan Agama (kasus 1). Adapun alasan terjadinya kasus wali adhal adalah 

perbedaan status janda dan jejaka mempelai pria lebih muda dari mempelai wanita 

(kasus 1), mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi (kasus 2 dan kasus 4), 

wali meminta sejumlah uang kepada calon pengantin (kasus 3). Adapun upaya 

KUA adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian 

konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai 

Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon 

mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada 

penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai PPN 

sekaligus wali hakim. 

Hasil analisis adalah kasus 1 wali tidak dibenarkan untuk adhal, karena 

berdasarkan hukum islam janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada 

walinya, sedangkan kasus 2, 3, 4 wali tidak dibenarkan untuk adhal karena wali 

dilarang menghalangi anaknya untuk menikah tanpa alasan yang tidak dibenarkan. 

Dan upaya yang dilakukan KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah sudah benar. 

 
 


